
 

 

TESIS 

 

URGENSI PENGATURAN PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN 

INFLUENCE) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  

KORUPSI DI INDONESIA 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna 

 Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum 

 

 

Oleh :  

TANIA ARYULIS 

1820112054 

 

 

 

Pembimbing : 

 

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H 

Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2021 



 

 

URGENSI PENGATURAN PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN 

INFLUENCE) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

DI INDONESIA 

 

Tania Aryuli, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, E-mail: 

taryulis@gmail.com 

 

Abstrak 

Korupsi di Indonesia berkembang sangat cepat dan dilakukan secara 

sistematis. Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia 

yang sulit untuk disembuhkan. Trading in Influence menjadi sangat urgen karena 

dilakukan dengan modus operandi tindak pidana korupsi yang selalu dibarengi 

dengan suap sehingga selama ini digunakan pasal suap atau ketentuan Pasal 55 

ayat 1 ke-1 KUHP (turut serta melakukan/medepleger) yang dikaitkan dengan 

pasal suap apabila ada peryertaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. 

Bagaimanakah urgensi pengaturan perdagangan pengaruh (Trading In Influence) 

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Bagaimanakah 

pengaturan perdagangan pengaruh dalam beberapa konvensi internasional dan 

regional serta penerapannya di beberapa negara?. Metode penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Adapun hasil pembahasan: Pertama, Perdagangan pengaruh 

dinilai urgen karena merupakan korupsi dengan bentuk trilateral relationship 

yang melibatkan tiga pihak yakni pihak yang berkepentingan, pihak yang 

bepengaruh, dan pihak yang dipengaruhi. perbuatan perdagangan pengaruh 

sebagai tindak pidana korupsi menjadi urgen karena tidak selamanya subyek yang 

melakukan tindak pidana korupsi adalah penyelenggara negara atau pegawai 

negeri. Kedua, Beberapa negara yang menerapkan perdagangan pengaruh seperti 

Spanyol, Prancis dan Belgia. Prancis, menjerat perdagangan pengaruh baik secara 

aktif maupun pasif, menjerat pejabat publik dan pihak swasta. Pasal 433-2, 435-4 

KUHP Prancis mengatur trading in influence. Spanyol, pada Pasal 428-430 Bab 

ke Enam, menjerat perdagangan pengaruh secara pasif, perdagangan pengaruh 

pasif dapat menjerat pejabat publik dan pihak swasta, Belgia, pada Pasal 247 ayat 

(4) menjerat perdagangan pengaruh secara aktif dan pasif, hanya menjerat pejabat 

publik saja, pejabat publik diperluas yakni setiap orang yang melakukan tugas 

publik, terlepas dari status resminya. Pasal perdagangan pengaruh di Indonesia 

sebenarnya sudah diusahakan untuk diadopsi dalam RUU-KUHP versi 

pemerintah. Aturan perdagangan pengaruh dapat ditemukan pada Bab XXXII 

yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Pasal 691 dalam RUU tersebut dapat 

dikatakan merupakan terjemahan dari ketentuan dalam UNCAC, Upaya untuk 

memasukkan aturan perdagangan pengaruh adalah melalui revisi Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Jo. Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun jika ditinjau dari kaca mata politik, dalam 

waktu singkat ini, hal tersebut sangat sulit akan terlaksana, disebabkan terlalu 

banyaknya tarik menarik kepentingan dalam RUU-KUHP yang ada saat sekarang 

ini. 
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